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P U T U S A N

Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Arga  Makmur yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang   Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat,  umur  35 tahun, agama Islam, pendidikan  SLTP, pekerjaan  tani,

bertempat  tinggal  di  RT.10  RW.04  Desa Tirta  Makmur,

Kecamatan  Air  Manjunto, Kabupaten  Mukomuko,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Administrasi, pekerjaan

Tenaga Honorer di  PLN Mukomuko, tempat tinggal di  RT.007

RW.004  Desa  Tirta  Makmur, Kecamatan  Air  Manjunto,

Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat-alat  bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  16 Mei 2016 telah

mengajukan  gugatan  cerai,  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Agama Arga Makmur dengan Nomor 0272/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 16 Mei

2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.- -Bahwa, Penggugat  dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Juni

2000  sebagaimana  tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

110/06/VII/2000,  tanggal  01  Juli  2000  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten

Kerinci, Propinsi Jambi, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2.----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Angkat Penggugat yang benama Amri di Desa

Kotololo  selama 1 hari,  setelah  itu  pindah diperumahan Kampus STIE  di

Kelurahan  Pasar  Sungai  Penuh,  Kecamatan  Sungai  Penuh,  Kota  Sungai

Penuh,  Propinsi  Jambi,  dalam  pernikahan  tersebut  telah  melakukan

hubungan suami dan telah dikarunia 2 orang anak perempuan yang benama:

1.  Nur Anisa Karunia, lahir tanggal 9 Mei 2001;

2.  Nurul Aisyah Rahmawati, lahir tanggal 24 Maret 2004;

sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

3.----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 tahun, setelah itu mulai

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.---------Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

dikarenakan Tergugat cemburu yang berlebihan kepeda semua laki-laki yang

dekat  dengan Penggugat,  padahal  semua laki-laki  tersebut  adalah teman

kuliah  Penggugat,  apabila  Penggugat  menasehati  Tergugat  marah-marah
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kepada  Penggugat,  bahkan  Tergugat  pernah  memukul  anggota  badan

Penggugat sampai memar;

5.-----Bahwa, pada pertengahan bulan Juni 2013, terjadi puncak perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena

hal tersebut diatas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu antara Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua

Penggugat  di  Desa  Tirta  Makmur,  Kecamatan  Air  Manjunto,  Kabupaten

Mukomuko,  sedangkan Tergugat   pulang  kerumah Paman Tergugat  yang

bernama Toni di  Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten

Mukomuko, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 tahun, dan

selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang

kepada anak-anak saja;

6.- Bahwa, pihak keluarga sudah  pernah berusaha untuk merukunkan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan  alasan-alasan  yang Penggugat kemukakan di atas, maka

Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

dipertahankan lagi,  untuk itu mohon  kepada Ketua Pengadilan Agama Arga

Makmur  melalui  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili   perkara  ini

kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Winario  bin  Salimin)

terhadap Penggugat (Umi Hermawati binti Basir);
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3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap ke depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke

depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat

tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya

dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang

maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat dan  tidak  ada

perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar

jawabannya  karena  tidak  pernah  hadir  di  persidangan  dan  juga  tidak

mengirimkan bantahan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
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A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  Nomor

1572016209810001 tanggal  25  April  2016,  yang  dikeluarkan  oleh

Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah Nomor  110/06/VII/2000,  tanggal  27 Juni

2000,  yang dikeluarkan oleh Kantor   Urusan Agama Kecamatan  Sungai

Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi . Bukti surat tersebut telah diberi

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Pasdiono  bin  Marto  Pawiro,  umur  45 tahun,  agama  Islam,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di  RT.004 Desa SP 5, Kecamatan Tirta

Makmur,  Kabupaten  Mukomuko,  di  bawah  sumpahnya  saksi

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 

§ Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah kakak sepupu Penggugat;

§ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang menikah tahun 2000;

§ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sungai

Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

§ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di di Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
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§ Bahwa  selama  perkawinan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;

§ Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  akan  bercerai  dengan

Tergugat;

§ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

awalnya  rukun  dan  harmonis,  akan  tetapi  sejak  tahun  2013  mulai

sering  terjadi perselisihan dan  pertengkaran disebabkan  Tergugat

sering  menuduh  Penggugat  yang  tidak-tidak,  Tergugat  menuduh

Penggugat selingkuh dengan laki-laki  lain dan juga Tergugat sering

memukul Penggugat;

§ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung penggugat

dan Tergugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

§ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3

(tiga) tahun hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;

§ Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  untuk  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Budi  bin  Sidi,  umur  50 tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  tani,

bertempat tinggal  di  Desa  Rawa Bangun, Kecamatan  XIV,  Kabupaten

Mukomuko,  di  bawah sumpahnya  saksi  memberikan keterangan  pada

pokoknya sebagai berikut:  

§ Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah tetangga dekat  Penggugat;
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§ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri tapi  tidak  mengetahui  tahun  menikahnya  karena  saksi  kenal

dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2012;

§ Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  akan  bercerai  dengan

Tergugat;

§ Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal  Kecamatan Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

§ Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut Penggugat;

§ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena

Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki  lain

tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering memukul Penggugat;

§ Bahwa saksi pernah melihat sendiri  ketika Tergugat saat terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

§ Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  rumah

selama  3 (tiga) tahun, Tergugat pulang ke rumah Paman Tergugat di

Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko;

sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa

Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko;

§ Bahwa selama berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

bersatu lagi;
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§ Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada pendiriannya untuk  bercerai dengan Tergugat dan mohon

putusan kepada majelis hakim;

Bahwa  untuk  meringkas  uraian  putusan  ini  majelis  hakim  menunjuk

pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  tentang  gugatan  perceraian  yang

diajukan  oleh  Penggugat  yang  beragama  Islam  dan  telah  menikah  dengan

Tergugat secara hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63

Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal  49  huruf  a  Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 tentang perubahan

pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Majelis  menilai  perkara  ini  secara  absolut  termasuk  wewenang  Pengadilan

Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  menikah  secara  sah  dengan

Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan  (bukti P.2), sesuai  dengan ketentuan Pasal  73 Ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006 dan perubahan
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kedua  dengan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Majelis  menilai

Penggugat  mempunyai  kapasitas  kedudukan  dan kepentingan  hukum (legal

standing) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  dengan sungguh-

sungguh  mendamaikan  dengan  cara  menasehati  Penggugat  agar  tetap

mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat di  setiap  persidangan

sebagaimana  diamanatkan  Pasal  82  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun usaha perdamaian

tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  pula  tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa Tergugat  yang dipanggil  secara  resmi  dan patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  149 ayat  (1)  RBg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  pada  pokoknya  Penggugat  mendalilkan  bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat  hidup rukun dan  harmonis  selama 8
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tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

karena Tergugat  cemburu yang berlebihan kepeda semua laki-laki yang dekat

dengan  Penggugat,  padahal  semua  laki-laki  tersebut  adalah  teman  kuliah

Penggugat,  apabila  Penggugat  menasehati  Tergugat  marah-marah  kepada

Penggugat,  bahkan  Tergugat  pernah  memukul  anggota  badan  Penggugat

sampai memar,  pada pertengahan bulan Juni 2013, terjadi puncak perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena hal

hal yang sama, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Tirta Makmur,

Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat  pulang

kerumah  Paman  Tergugat  yang  bernama  Toni  di  Desa  Tirta  Makmur,

Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlangsung

lebih kurang selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1 (fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk)

merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

tersebut  menjelaskan mengenai  identitas diri  dan tempat tinggal  Penggugat,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan

akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi  bukti  tersebut

menjelaskan mengenai  perkawinan Penggugat  dan Tergugat,  sehingga bukti
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tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  oleh  karena  itu  bukti

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  saksi  pertama  Penggugat  telah  dewasa,  sehat

jasmani  dan  rohani,  dan  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  di

persidangan  secara  terpisah  atau  sendiri-sendiri  sehingga  telah  memenuhi

syarat  formil  sebagai  saksi  sebagaimana  maksud  Pasal  171,  172,  dan  175

RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  Penggugat  pernah

melihat   sendiri  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  disebabkan  Tergugat  sering  menuduh  Penggugat  yang  tidak-

tidak, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan  laki-laki lain, Tergugat

juga sering memukul Penggugat,  saksi mengetahui  Penggugat dan Tergugat

telah berpisah rumah selama  3  (tiga)  tahun hingga sekarang dan selama itu

tidak pernah bersatu lagi, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri

dan relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  kedua  Penggugat  telah  dewasa,  sehat

jasmani  dan  rohani,  dan  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  di

persidangan  secara  terpisah  atau  sendiri-sendiri  sehingga  telah  memenuhi

syarat  formil  sebagai  saksi  sebagaimana  maksud  Pasal  171,  172,  dan  175

RBg;
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Menimbang,  bahwa  saksi  kedua  Penggugat  pernah  melihat  sendiri

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran

karena  Tergugat  sering  menuduh  Penggugat  yang  tidak-tidak,  Tergugat

menuduh  Penggugat  selingkuh  dengan  laki-laki  lain,  Tergugat  juga  sering

memukul Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah

rumah selama  3 (tiga)  tahun hingga sekarang dan  selama itu  tidak  pernah

bersatu lagi, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri  dan relevan

dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki  kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  pertama  dan  saksi  kedua

Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena

itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308

dan Pasal 309 RBg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat

telah terbukti  bahwa antara  Penggugat  dengan Tergugat  telah sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  sering  menuduh

Penggugat  selingkuh  dengan  laki-laki  lain,   Tergugat  juga  sering  memukul

Penggugat,  fakta  mana menurut  majelis  hakim sesungguhnya dalam rumah

tangga  Penggugat  dan Tergugat  telah  terjadi  perselisihan dan pertengkaran

atau perselisihan yang terus menerus;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat, dan  saksi-saksi  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  menikah

tanggal 27 Juni 2000;

2. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang  terus  menerus  yang  disebabkan  Tergugat  sering

menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain,  Tergugat juga sering

memukul Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya

3 (tiga) tahun  hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;

4. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  untuk  merukunkan  Penggugat

dengan  Tergugat  akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  sekarang  sudah  tidak

sanggup  merukunkan  Penggugat  dengan  Tergugat  karena  sudah  merasa

kesulitan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut diatas,

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah pecah (broken marriage)  dan tidak dapat dipertahankan lagi,

bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara

Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama serta sudah

tidak  ada  itikad  baik  dari  keduanya  untuk  kembali  dan  memperbaiki  rumah

tangga  mereka,  sementara  Penggugat  sudah  merasa  menderita  atas  sikap

Tergugat tersebut dan akhirnya bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak

ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah

tangga,  dan  sudah  tidak  saling  membutuhkan  lagi,  sehingga  dalam kondisi
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yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk

membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak

dapat  lagi  disebut  sebagai  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat

Ar Rum ayat 21 : 

 اليها  لتسكنوا  ازواجا انفسكم من لكم خلق ان  اياته ومن

ورحمة  مودة  بينكم وجعل

Artinya,  "  Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan

untuk kamu pasangan yang berasal  dari  kalanganmu sendiri  dengan tujuan

agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta

dan kasih sayang di antara kamu" ; 

Menimbang, bahwa kalau Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk

tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan,  maka yang akan terjadi  adalah

bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi  kedua belah pihak,

terutama bagi Penggugat dan ini  jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah

fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asbah Wan Nazair halaman 62, yang diambil

alih menjadi pendapat majelis hakim dengan bunyi berikut:

ددّم المفاسد درء المصالح جلب على مق

Artinya,  "Menolak  kemadharatan   lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”; 

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan

ketentuan Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan

hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 Kompilasi

Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  meskipun  tidak  terdapat  dalam  petitum  surat

gugatan  Penggugat namun untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan  perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia   Nomor  28/TUADA-AG/X/2002,  tanggal  22  Oktober  2002  maka

Panitera Pengadilan Agama in cassu Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur

harus  diperintahkan  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah

berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai  pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989   tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  harus  dibebankan  kepada

Penggugat; 

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  dengan resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Arga  Makmur untuk

mengirimkan  salinan  putusan  ini  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Air

Manjunto,  Kabupaten  Mukomuko  dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Sungai  Penuh,  Kabupaten  Kerinci,  Propinsi

Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu  rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

yang  dilangsungkan  di  Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  pada  hari  Senin

tanggal 20 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal  15 Ramadhan 1437

Hijriyah, oleh kami Asymawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M dan

Rusdi,  S.Ag.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  mana

pada hari  itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
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Majelis  tersebut  didampingi  oleh  para  Hakim  Anggota  dengan dibantu  oleh

Fitrianda  Devina,  S.H.   sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,

Dra. Nurmalis M Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

                            Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran     : Rp    30.000,00
2. Biaya Proses : Rp    50.000,00
3. Biaya Panggilan      : Rp  615.000,00
4. Biaya Redaksi        : Rp      5.000,00
5. Biaya Meterai        : Rp      6.000,  00

Jumlah Rp  706.000,00
(tujuh ratus enam ribu  rupiah)
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